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KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

NO.KEP. 103 / PHLISK /PKKAD/2008
TENTANG
PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM DAMRI
DENGAN

DEWAN PIMPINAN PUSAT SERIKAT KARYAWAN DAMRI (SKARDA)
DEWAN PIMPINAN PUSAT SERIKAT PEKERJA DAMRI

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Menimbang :a.  Bahwa Perjanjian Kerja Bersama dimaksudkan untuk mengatur syarat-syarat
kerja yang merupakan hasil perundingan dan kesepakatan antara Pengusaha
dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, vang akan digunakan
sebagai pedoman oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan hubungan kerja
dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan Perjanjian Kerja
Bersama;

b. Bahwa untuk mengetahui pelaksanaan syarat-syarat kerja yang diatur dalam
Perjanjian Kerja Bersama perlu dilakukan monitoring dan evaluasi;

¢.  Bahwa oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
Pasal 132 ayat (2) jo Kepmenakertrans MNo. Kep48/MEN/IV/2004,
Perjanjian Kerja Bersama perlu didaftarkan pada instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan

Pendaftaran.
Mengingal : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi
MNo.Kep 48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan
Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja
Bersama .
3. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  R.L
No PER.OS/MEN/TV/200T tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Memperhatikan : Surat permohonan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dari PT. Perusahaan

Umum DAMRIL Nomor.1785/KP.801/DU-2008 tanggal 22 September 2008.



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMFPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

Perjanjian Kerja Bersama antara : PT. Perusahaan Umum DAMRI d/a., JI. Matraman
Raya No.25 Jakarta Timur dengan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Karyawan Damri
(SKARDA) d/a. JI. Matraman Raya No.25, Jakarta Timur yang tercatat pada Suku Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Timur dengan Nomor.
462/IV/P/VII/2004 tanggal 27 Juli 2004 dan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja
Damri d/a. JI. Juwingan No.112 Surabaya yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan
Mobilitas Penduduk Kota Surabaya dengan Nomor : 000/2066/436.4.14/2004 tanggal 28
April 2004 dan telah ditandatangani oleh pihak-pihak pada tanggal 01 September 2008,

Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA, mulai berlaku
pada tanggal 01 September 2008 s/d 31 Agustus 2010 dan telah terdaftar pada
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan No. 103/Pdf.2/
PIB/IX/2008.

Apabila Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA
dilakukan perubahan dan atau masa berlakunya sebagaimana dalam Amar KEDUA
diperpanjang, harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan selanjutnya
didaftarkan oleh Pengusaha pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi c.q.
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. PERUSAHAAN UMUM DAMRI
d/a., J1, Matraman Raya No.25 Jakarta Timur

2. DEWAN PIMPINAN PUSAT SERIKAT KARYAWAN DAMRI (SKARDA)
dfa. JI. Matraman Raya No.25 Jakarta Timur

3, DEWAN PIMPINAN PUSAT SERIKAT PEKERJA DAMRI
dfa. JI. Juwingan No.112 Surabaya

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 22 September 2008

An. Direktur Jenderal
Pemblnaan Hubungan Industrial Dan
Sosial Tenaga Kerja

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.L.;

2. Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

3. Direktur Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial;

4. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
Propinsi Seluruh Indonesia.
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MUKADIMAH

Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pengusaha dengan Serikat
Pekerja adalah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja
yang timbul karena adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang
antara Pengusaha dengan Karyawan yang sekaligus merupakan wahana
terciptanya ketenangan usaha dan ketenangan kerja sesuai dengan azas
Hubungan Industrial.

Bahwa dengan adanya hubungan industrial yang harmonis, diyakini
pengelolaan Perusahaan sesuai Visi dan Misi Perusahaan menjadi tujuan dan
tanggung jawab bersama antara Pengusaha, Karyawan dan Pemerintah
dengan memberdayakan seoptimal mungkin potensi-potensi sumber daya
Perusahaan.

Bahwa dalam upaya mencapai cita-cita luhur tersebut, Pengusaha bersama
Karyawan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa telah sepakat untuk
membuat PKB ini dengan menggunakan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Buruh.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara.

4, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perusahaan Umum
DAMRI.

Disamping ketentuan-ketentuan dan Undang-undang tersebut diatas, PKB ini
juga berpegang teguh pada nilai-nilai luhur yang merupakan perwujudan dari
Sila-sila Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dengan adanya PKB ini, maka terdapat kejelasan yang mengatur hak dan
kewajiban dari kedua belah pihak, karena baik Pengusaha, Serikat Pekerja
maupun Karyawan menyadari adanya kepentingan yang berkaitan dan
kerjasama yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

PRE-DAMRI-2008 halaman 1 dari 28
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PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Pihak-pihak yang membuat Perjanjian Kerja Bersama ini, adalah :

1.

Perusahaan Umum DAMRI, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 1982 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 1984 dan kemudian diubah kembali dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2002, beralamat di JI. Matraman Raya
Nomor 25 Jakarta Timur yang diwakili oleh TWIDJARA ADJI, SE selaku
Direktur Utama yang mewakili Direksi dari dan untuk Perusahaan Umum
DAMRI, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Bersama ini disebut sebagai
PENGUSAHA.

Serikat Karyawan DAMRI (SKARDA), yang didirikan pada tanggal 17 Mei
2004 dan telah terdaftar pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Jakarta Timur dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor 462/
IV/P/ VII/2004 tanggal 27 Juli 2004, beralamat di Jalan Matraman Raya
MNomor 25 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh ARIFIN SUBANDI
selaku Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Timur DPP SKARDA berdasarkan
Surat Kuasa Ketua Umum SKARDA Nomor 35/PH.02/DPP/SKARDA/2008
tanggal 20 Agustus 2008, dan Serikat Pekerja DAMRI (SPD) yang
didirikan pada tanggal 11 Oktober 2001 dan telah terdaftar pada Kantor
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya dengan
MNomor Pendaftaran 250/S5P/INDP/I/10/2001 dan dicatat ulang dengan
Tanda Bukti Pencatatan Nomor 000/2066/436.4.14/2004 tanggal 28 April
2004, beralamat di Jalan Juwingan Nomor 112 Surabaya, dalam hal ini
diwakili oleh SOELARSO selaku Ketua Umum, selanjutnya dalam
Perjanjian Kerja Bersama ini disebut sebagai SERIKAT PEKERJA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam Perjanjian Kerja Bersama, untuk selanjutnya disingkat PKB ini, yang
dimaksud dengan :

(1)

(2)

(3)
(4)

PKB adalah perjanjian antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja yang
memuat syarat-syarat kerja untuk mengatur dan melindungi hak dan
kewajiban kedua belah pihak;

Pengusaha adalah Direksi Perusahaan yang tediri dari beberapa Direktur
dan dipimpin oleh seorang Direktur Utama;

Perusahaan adalah Perusahaan Umum DAMRI, disingkat Perum DAMRI;

Serikat Pekerja adalah organisasi karyawan yang iri_gtas Serikat
Karyawan DAMRI (SKARDA) dan Serikat Pekerja DAMR ;




(5) Anggota Serikat Pekerja adalah karyawan yang memenuhi persyaratan
organisasi dan telah mendaftarkan diri menjadi anggota Serikat Pekerja;

(6) Pengurus Serikat Pekerja adalah karyawan yang dipilih / ditunjuk oleh
anggota Serikat Pekerja untuk menjadi Pengurus dan menduduki Jabatan
dalam susunan organisasi Serikat Pekerja;

(7) Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi
mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di
perusahaan yang anggotanya terdiri atas wakil dari perusahaan dan wakil
dari Serikat Pekerja atau karyawan;

(8) Unit Kerja adalah seluruh Unit Kerja yang terdapat didalam Struktur
Organisasi Perusahaan, meliputi Kantor Pusat, Kantor Wilayah Usaha dan
Unit Pelaksana Teknis (UPT);

(9) Pimpinan tertinggi unit kerja diluar unit kerja Kantor Pusat adalah pejabat
yvang ditunjuk sebagai wakil Pengusaha pada unit kerjanya masing-
masing;

(10) Karyawan adalah orang yang bekerja pada perusahaan dengan
menerima gaji atau upabh;

(11) Karyawan Tetap (KT) adalah karyawan vyang terikat dalam suatu
hubungan kerja dengan pengusaha untuk jangka waktu tidak tertentu
berdasarkan keputusan pengusaha;

(12) Karyawan Tidak Tetap (KTT) adalah karyawan yang terikat dalam suatu
hubungan kerja dengan pengusaha untuk jangka waktu tertentu atau
pekerjaan tertentu;

(13) Karyawan Dipekerjakan (KDpk) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
dipekerjakan di Perusahaan berdasarkan penetapan / persetujuan dari
Instansi induk dengan wewenang pembinaan dibawah instansi induk;

(14) Keluarga karyawan adalah suami / isteri dan anak yang terdaftar sebagai
tanggungan keluarga pada Perusahaan;

(15) Isteri / Suami adalah satu orang isteri / suami yang sah menurut
peraturan perundangan yang berlaku dan telah didaftarkan sebagai
tanggungan keluarga pada Perusahaan;

(16) Anak adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat yang sah menurut
kaidah hukum dan telah didaftarkan serta diakui oleh Perusahaan;

(17) Ahli waris adalah keluarga dan atau orang tua karyawan dan atau orang
lain yang ditunjuk karyawan secara tertulis yang berhak menerima
warisan dari karyawan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

(18) Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan oleh Perusahaan
untuk jangka waktu tertentu;

(19) Penghasilan adalah imbalan atau balas jasa yang diberikan Perusahaan
pada karyawan yang terdiri dari paket gaji dan tunjangan variabel;

(20) Paket Gaji adalah penghargaan dalam bentuk finansial yang diberikan
oleh Perusahaan kepada karyawan vyang terdiri dari Gaji pokok,
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Perusahaan;

(21) Tunjangan Keluarga adalah Tunjangan Isteri / Suami dan Tunjangan
Anak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan bagi suami-isteri ya
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sama-sama berstatus sebagai karyawan tetap maka apabila salah satu
pihak berhenti bekerja di Perusahaan, tunjangan keluarganya dapat
dilanjutkan sebagai tanggungan keluarga dari salah satu pihak yang
masih aktif bekerja di Perusahaan.

(22) Tunjangan Variabel adalah tunjangan yang diberikan kepada karyawan
berdasarkan jabatan dan / atau prestasi yang dicapai Karyawan;

(23) Jasa Produksi adalah imbalan kepada karyawan atas pencapaian laba
Perusahaan setelah disahkan dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB)
yang besarnya ditetapkan oleh Pengusaha;

(24) Penghargaan adalah pengakuan yang diberikan oleh Pengusaha kepada
karyawan atas pengabdian, prestasi tertentu atau hal-hal khusus dari
yang bersangkutan tanpa mengabaikan aspek obyektivitas;

(25) Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan
didalam atau diluar waktu / jam kerja yang melanggar peraturan disiplin;

(26) Mangkir adalah tidak masuk kerja tanpa keterangan yang dapat
dipertanggungjawabkan;

(27) Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara
Perusahaan dengan karyawan berdasarkan PKB dan peraturan
perundangan yang berlaku;

(28) Pensiun Dini adalah Pemutusan Hubungan Kerja secara sukarela sebelum
mencapai usia 50 (lima puluh) tahun sebagai akibat adanya kebijakan
perusahaan;

(29) Jaminan Hari Tua (JHT) atau Pesangon adalah pembayaran sejumiah
uang dari Perusahaan kepada karyawan sebagai akibat adanya
pemutusan hubungan kerja;

(30) Tabungan Hari Tua (THT) adalah program tabungan hari tua yang
diselenggarakan oleh PT.Taspen (Persero) bagi Karyawan Tetap yang
memenuhi syarat kepesertaan;

(31) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah suatu perlindungan bagi
karyawan dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti
sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan
sebagai akibat peristiva atau keadaan yang dialami oleh karyawan
berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal
dunia;

(32) Batas Usia adalah batas akhir masa kerja sebagai Karyawan Tetap di
Perusahaan;

(33) Masa Persiapan Pensiun adalah waktu yang diberikan oleh Pengusaha
kepada Karyawan Tetap selama 6 (enam) bulan menjelang batas usia
untuk mempersiapkan diri memasuki masa pensiun;

(34) Masa kerja adalah waktu kerja tanpa terputus yang dihitung sejak
tanggal masuk sebagai karyawan;

(35) Waktu Lembur adalah waktu dimana karyawan melakukan pekerjaan

diluar waktu / jam kerja berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL)
dari pejabat berwenang;
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